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ABSTRAK 
BAYU AGUSTRI ANZAR (B 121 12 157), degan judul “Tinjauan Yuridis 
terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan 
Pemerintah Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten 
Sidrap”. Dibimbing oleh Abdul Razak selaku Pembimbing I dan Anshori 
Ilyas selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Pemerintah Desa Allakuang serta 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut. Badan 
Permusyawratan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa agar pelaksanaan 
Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, 
pengawasan yang baik oleh BPD merupakan hal mutlak yang diperlukan. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap dengan objek penelitian 
adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Allakuang dan Pemerintah 
Desa Allakuang, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada 
lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian serta 
mengumpulkan data-data berupa laporan dan dokumen tertulis. Pendekatan 
yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara 
deskriptif berbagi hasil wawancara dan membandingkan dengan dokumen 
tertulis lalu melakukan analisis terhadap data-data tersebut. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan 
dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa 
Allakuang dimana adanya Pemerintah Desa yang berjalan tanpa Bendahara 
Desa. Namun, secara umum pengawasan BPD sudah berjalan dengan baik 
yang ditandai dengan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik,  
komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa, dan masyarakat 
yang cukup puas dengan kinerja pemerintah desa. Faktor-faktor yang 
memengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan pemerintah desa Allakuang 
adalah Pemerintah Desa, masyarakat Desa Allakuang, pendanaan terhadap 
operasional BPD, dan anggota BPD Allakuang. 
 
Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintah Desa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 
membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, 
dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa 
atau kelurahan.  Pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari 
sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di 
bawah pemerintah kabupaten. 
Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang 
berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang 
memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di 
desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari 
masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga 
masyarakat lainnya. 
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Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa 
disebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah desa. Kedudukan yang penting inilah telah menjadikan BPD 
sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan 
Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga 
pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap 
implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. 
Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa 
tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan 
Daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, dimana Desa memiliki hak asal 
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa ini, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur 
penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. 
Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang 
adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan 
aspirasi, merencanakan APB Desa, dan mengawasi pemerintahan desa. 
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Dari penelitian awal yang dilakukan penulis di Desa Allakuang, 
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, ditemukan beberapa 
permasalahan dalam  pelaksanaan penyelenggaraan BPD terkait fungsi-
fungsi BPD seperti yang disebutkan di atas. Pertama, anggota BPD belum 
memahami tupoksinya secara baik, sehingga perlu diadakan pembekalan 
dan bimbingan bagi anggota BPD. Kedua, rekrutmen anggota BPD. Jumlah 
anggota BPD Allakuang melebihi kuota yang ditetapkan. Ketiga, kurangnya 
pengetahuan masyarakat setempat mengenai keberadaan dan fungsi BPD 
bagi desa dan masyarakat.  
Dari ketiga masalah tersebut, maka pelaksanaan BPD di Desa 
Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap secara umum masih 
memiliki beberapa permasalahan utamanya dalam menjalankan fungsi-fungsi 
utama BPD yaitu dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta yang paling penting adalah 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Allakuang. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan adanya solusi 
atau pemecahan dalam bentuk kebijakan yang mengarah kepada percepatan 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kewenangan 
tersebut dalam hal ini bentuk Pengawasan meliputi pengawasan terhadap 
Peraturan Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Desa serta Program 
kerja desa yaitu bagian dari pelaksanaan peraturan desa oleh Pemerintah 
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Desa. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya 
penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun Cheks 
and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas 
dalam kebijakan tentang desa. Badan permusyawaratan Desa mempunyai 
beberapa fungsi dan wewenang melakukan pengawasan, diantaranya 
pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, dan pembangunan yang 
dilaksanakan didesa. Seiring dengan perjalanan Badan Permusyawaratan 
Desa yang bisa dibilang masih muda dan keanggotaannya merupakan wakil-
wakil dari masyarakat, maka masyarakat berharap Badan Permusyawaratan 
Desa melaksanakan kinerjanya dengan baik. 
Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah 
dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa Allakuang Kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidrap.” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam mengawasi pemerintah desa? 
2. Faktor apakah yang memengaruhi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam mengawasi pemerintah desa? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dalam mengawasi pemerintah desa. 
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) mengawasi pemerintah desa 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran 
bagi para pihak yang terlibat dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa 
yang baik khusunya terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
2. Manfaat teoritis 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan 
pemikiran bagi ilmi hukum terkhusus bagi hukum administrasi negara 
mengenai system pemerintahan desa yang baik khusunya terkait fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Badan Permusyawaratan Desa 
1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa 
Badan permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang 
disebut dengan nama lain, selainjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) Badan 
Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis.1 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka 
masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat 
                                                          
1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
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peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.2 
2. Kedudukan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislatif 
desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa 
hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri 
di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama 
serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. 
Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembagalegislasi (menetapkan 
peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat 
bersama kepala desa.  Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa 
adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan 
untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk 
mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis 
sesuai aspirasi masyarakat. 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk 
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan 
Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, 
pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan 
                                                          
2 A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993, Hlm. 
35 
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anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat 
diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah 
ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang 
dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan 
keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya 
dilakukan secara demokratis. 
3. Tugas dan Peran Badan Permusyawaratan Desa 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas: 
a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa 
b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa 
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 
d. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa 
e. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 
f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
Sesuai dengan kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa, BPD diberi kewenangan yang telah diatur dalam PP 72 tahun 2005. Inti 
dari kewenangan yang dimiliki : 
a. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat yang mengarah kepada 
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terwujudnya pemerintah desa yang telah mengadopsi/ 
memperhatikan keinginan masyarakat. 
b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang 
mengarah kepada adanya kepastian hukum yang telah disepakati 
bersama antara pemerintah desa dengan BPD dalam 
menyelenggarakan pemerintah desa. 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa 
dan peraturan kepala desa dengan meminta keterangan kepada 
pemerintah desa dan menyatakan pendapat yang mengarah 
kepada pengawalan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
d. Mengusulkan pengangkatan dengan mempertimbangkan masukan 
dari panitia pemilihan kepada desa dan pemberhentian kepala 
desa yang mengarah kepada tersedianya kepala desa sebagai 
unsur penyelenggara yang dapat menyelenggarakan pemerintahan 
desa yang bersih, transparan serta tertib. 
4. Kewenangan 
a. Teori Kewenangan 
Berbagai literatur sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan 
dan wewenang. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, 
agar negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka 
(organ) negara harus diberi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan tersebut 
negara dapat bekerjasama, melayani warga negaranya. Max Weber 
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menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang 
rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum 
ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi 
masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. 
Pada prinsipnya, kewenangan daerah meliputi beberapa unsur 
sebagai berikut: 
1. Hak dan kewajiban untuk melaksanakan hukum positif, tindakan 
hukum tertentu, atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan 
akibat hukum dan mencakup mengenai timbul-lenyapnya akibat 
hukum tertentu; 
2. diperoleh secara atributif, derivatif, delegasi ataupun mandate; 
3. dalam  bentuk expressimplied, fakultatif dan vrij bestuur; 
4. dilaksanakan secara mandiri melalui asas desentralisasi, asas 
dekonsentrasi dan asas pembantuan (medebewind). 
5. berdasarkan atau bersumber dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; dan 
6. dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pelaksanaan kewenangan ini secara teoritis bersumber dari konsep 
pembagian kekuasaan. Istilah pembagian kekuasaan berarti bahwa 
kekuasaan memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak 
dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian itu 
dimungkinkan adanya kerjasama. Para pendiri negara (founding fathers and 
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mothers) telah menunjukkan dasar dan sendi sistem pemerintahan negara 
menurut UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, salah satu unsur 
negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 
Negara hukum dengan konsep pembagian kekuasaan dimungkinkan 
untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu lembaga dan supaya fungsi 
kontrol secara optimal. Kewenangan daerah khususnya propinsi sebelum 
adanya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara 
implisit didalam PP No. 25 Tahun 2000. Seperti di ketahui bahwa keuangan 
dalam PP No. 25 Tahun 2000 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis 
kewenangannya yaitu : 
1. Kewenangan kebijakan  
2. Kewenangan melakukan kerjasama 
3. Kewenangan pemberian dukungan 
4. Kewenangan bersifat operasional  
Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 
2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat menurut 
PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan kewenangan yang bersifat 
kebijakan seperti penerapan pedoman, penetapan standarisasi, penetapan 
kriteria dan lain sebagainya. 
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Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban. 
Wewenang dalam kaitan dengan otonomi daerah merupakan hak yang 
memiliki pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan 
mengelolah sendiri (zelfbesturen). Sedangkan kewajiban terdiri atas 
kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal. Kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelengarakan pemerintahan daerah 
sebagaimana mestinya. Kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam suatu tertib ikatan 
pemerintahan negara secara keseluruhan dan pada negara hukum, adanya 
wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Kewenangan expressimplied adalah kewenangan yang jelas maksud 
dan tujuannya tunduk pada batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis 
sedangkan kewenangan yang bersifat fakultatif adalah wewenang yang 
ditentukan oleh peraturan kapan dalam keadaan bagaimana sesuatu 
wewenang dapat digunakan sedangkan kewenangan vrij vestuur adalah 
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan kelonggaran 
kepada pejabat menerapkannya sesuai kondisi.3   
                                                          
3 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas 
Hukum UII, 2001, Hlm. 74 
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Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undang dapat diperoleh melalui cara yaitu, atribusi, delegasi dan 
mandat. Untuk itu maka penulis akan mencoba menjelaskan satu persatu. 
1) Kewenangan Atribusi 
Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang 
berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ 
pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi 
redaksi pasal-pasal tertentu dalam suatu undang-undang. Dalam 
atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 
memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab 
secara interen dan secara ektern pelaksanaan wewenang yang 
diatribusi sepenuhnya berada pada penerima wewenang. 
2) Kewenangan Delegasi 
Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang 
hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain 
yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu 
atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Pada delegasi, 
terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah 
ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu, sedangkan pada atribusi 
terjadi pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak (tanpa) 
ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Delegasi merupakan 
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penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang 
satu kepada badan atau penjabat pemerintahan lainnya. 
Wewenang yang diperoleh dari delegasi badan atau penjabat, 
wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula 
disubdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini 
berlaku sama dengan delegasi. Jadi, wewenang yang diperoleh dari 
atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada organ-organ atau 
kepada pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang 
secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan 
sendiri wewenang tersebut. 
3) Kewenangan Mandat 
Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya 
adalah suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, 
dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata 
usaha negara yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa 
keputusan yang diambil pejabat yang menerima mandat, pada 
hakikatnya merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara yang 
memberi mandat. Sebagai konsekuensinya, bahwa tanggung jawab 
dan tanggung gugat atas diterbitkannya keputusan atas dasar suatu 
mandat tetap berada pada pejabat yang memberi mandat.  
Dengan kata lain pada konsep mandat, mandataris hanya 
bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tangggung 
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jawab akhir dari keputusan yang di ambil  mandataris, tetap berada 
pada pemberi mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan 
adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan 
intern hirarkis dalam organisasi pemerintahan.4 
B. Teori Pengawasan 
1. Definisi Pengawasan 
Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud 
adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa inggris 
disebut controlling. Sebagai contoh yang dimaksud dengan “pengawasan” 
dalam judul instruksi presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman 
pelaksanaan pengawasan, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan, 
yaitu pengawsan dan pengendalian.  Menurut Sujamto, Pengawasan adalah 
segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang 
sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan 
semestinya atau tidak.5  
Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan 
kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan 
adalah proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengkoreksiaan daripada 
                                                          
4 Philipus M. Hadjon,  Pengkajian Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, Hlm. 7 
5 Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1989: Hlm. 53 
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pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agara semua 
pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan dengan rencana yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pengawasan diartikan sebagai 
proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang 
dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja 
yang telah ditetapkan tersebut.6 
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas 
yan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Istilah 
pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai 
permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. 
Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau control 
dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah (Muchsan, 1992:36). 
Pendapat ini sejalan dengan pemikiran S.P Siagian yang memberikan 
pengertian pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dari pada 
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya 
pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan sebelumnya.7 
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan 
dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang 
dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 
                                                          
6 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha 
Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1992, Hlm. 36 
7 S.P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1970, Hlm. 107 
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dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus 
dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan 
dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks 
membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good 
governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan 
aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana 
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan 
penerapan good governance itu sendiri. Sujamto dalam kaitan pengertian 
pengawasan mengemukakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 
mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan 
semestinya atau tidak. 
Pengertian pengawasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan 
pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang 
sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. 
Bagir Manan dalam kaitan ini berpendapat pengawasan tersebut sebagai 
suatu bentuk hubungan dengan sebuah lembaga ( legal entity ) yang mandiri, 
bukan hubungan internal dari entitas yang sama.  Berbeda dengan 
pandangan diatas, menurut Inu Kencana Syafii bahwa pengawasan 
merupakan salah satu fungsi manajemen, bahwa fungsi manajemen meliputi: 
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public planning, public actuating, public coordinating, public leading, dan 
public motivering.8  
2. Jenis-Jenis Pengawasan 
Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi 
proses kegiatan adalah9:  
a. Pengawasan Intern dan Ekstern. 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang 
atau badan  yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 
bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara 
pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) 
atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada 
setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di 
Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian 
Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh 
unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi 
b. Pengawasan Preventif dan Represif. 
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 
dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, 
pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari 
                                                          
8 Inu Kencana Syafii, Ilmu Admnistrasi Publik, Jakarta: Bhineka Cipta, 1999, Hlm. 75 
9 Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press, Hlm. 127 
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adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan 
membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan 
ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan 
sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih 
bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga 
penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di 
sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap 
suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini 
lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah 
ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan 
pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 
penyimpangan. 
c. Pengawasan Aktif dan Pasif. 
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan 
yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda 
dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui 
“penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang 
disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, 
pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak 
(rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah 
sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti 
kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil 
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mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan 
terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu 
pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” 
Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan 
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran 
(doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, 
pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, 
penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada 
aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut 
diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan 
negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Jenis dan isi pengawasan 
dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-
undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang 
tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”. Mencermati pengertian 
pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung 
didalamnya, yakni: 
a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan; 
b. Adanya aparat pengawas; 
c. Adanya tindakan pengamatan; 
d. Adanya obyek yang diawasi 
 
 
21 
 
3. Sistem Pengawasan 
Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip 
pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi 
serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar 
atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana 
tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil 
atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem 
pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. 
Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, 
karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah 
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang 
diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. 
Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi 
prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat 
dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar 
dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap mengemukakan bahwa beberapa 
sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :  
a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu 
harus dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan system 
pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi 
kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan system 
untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem 
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pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari 
kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya 
tertuju pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang 
keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana. 
b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat 
pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah 
yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang 
bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang 
kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu 
system pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola 
organisasi.Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, 
penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang 
bersangkutan.  
4. Tujuan Pengawasan 
Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar 
apa yang direncanakan menjadi kenyataan.  Sedangkan tujuan pengawasan 
menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :  
a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan 
rencana yang digariskan 
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai 
dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. 
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c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan 
dalam bekerja. 
d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien 
e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-
kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke 
arah perbaikan. 
Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan 
adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, 
hal ini sejalan dengan pendapat M.Manullang.  Pelimpahan tugas 
pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan 
kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah 
keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, 
sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan. 
Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu 
instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, 
dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas 
hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi 
pejabat yang harus melaksanakan pengawasan. 
Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan 
berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan 
pengawasan, antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, 
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pengetahuan bidang kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan 
berjalan secara efektif, sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu 
melakukan koordinasi dengan personil bawahan dan hal ini dilakukannya 
supaya tidak terlalu banyak unit-unit pelaksananya. Jadi mengawasi 
bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang 
memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus 
disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja 
dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan 
metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan. 
5. Fungsi Pengawasan 
Mengenai perlunya fungsi pengawasan dalam penegakan hokum 
dilatarbelakangi oleh adanya suatu kecendrungan yang kuat dalam 
masyarakat bahwa masyarakat mematuhi hukum karena rasa takut terkena 
sanksi negatif. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas 
tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang 
telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan 
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan 
juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpina dijalankan dan sampai 
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sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 
Dari pandangan diatas bahwa fungsi diadakannya pengawasan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:10 
a. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan 
berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen 
pemerintah yang berdaya guna berhasil guna serta ditunjang 
oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali 
dalam wujud pengawasan masyarakat (control sosial) yang 
objektif, sehat dan bertanggung jawab; 
b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya 
kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, 
tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa 
bersalah, rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-
hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama. 
Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik 
yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan 
yang baik), pengawasan merupakann aspek penting untuk 
menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. 
Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya 
                                                          
10 Tanto Lailam, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Prudent Media, 2012, Hlm. 
173 
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dengan penerapan good governance itu sendiri.35 Dalam 
kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 
salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi 
warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan 
menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik 
pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan 
ekstern (external control). Di samping mendorong adanya 
pengawasan masyarakat (social control). 
C. Pemerintahan Desa 
1. Desa 
Pengertian Desa telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 
2014 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sebagaimana pengertian fungsi desa adalah sebagai berikut: 
a. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota) 
b. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan 
c. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota 
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d. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan 
Negara Republik Indonesia 
Adapun ciri-ciri masyarakat Desa ialah:11 
a. Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan 
kehidupan keagamaan di desa.  
b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 
harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah 
manusia perorangan atau individu.  
c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan 
mempunyai batas-batas yang nyata.  
d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 
banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.  
e. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor 
kepentingan daripada faktor pribadi.  
f. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat 
mengejar kebutuhan individu.  
g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, 
sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh. 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal 
usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan 
                                                          
11 A.W. Widjaya, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, 
Hlm. 3 
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desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang 
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, 
atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.  
Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan 
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan 
memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang 
berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai 
negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya 
menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan 
untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa terdiri atas Desa dan Desa 
adat.  Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat 
urgen.  
2. Pemerintah Desa 
Sistem pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa 
adalah Kepala Desa dan Lembaga Musayawarah Desa. Pemerintah desa 
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari 
sekretaris desa dan kepala-kepala urusannya yang merupakan staf 
membantu kepala desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban 
pemerintah desa. 
Penyelenggara pemerintahan desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 
diharapkan mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. 
Proses pembuatan peraturan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh 
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partisipasi seluruh warga masyarakat dengan menyampaikan aspirasinya 
dan juga kemampuan BPD di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat dan 
dibantu oleh seluruh perangkat pemerintah desa tersebut.  
Sekretaris desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang kepala 
desa sehari-hari apabila desa berhalangan. Pemerintah desa juga dilengkapi 
dengan lembaga-lembaga musyawarah desa yang berfungsi menyalurkan 
pendapat masyarakat di desa dengan masyawarah setiap rencana yang 
diajukan kepala desa sebelum menetapkan menjadi ketetapan desa.  
Sekretaris desa diangakat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa 
sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Permusyawaratan Desa.  
Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
D. Tugas dan Fungsi Kepala Desa 
Kepala Desa merupakan representasi pemerintah desa dimana ia 
menjadi actor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, 
wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU 
Desa. Semangat UU Desa menempatkan Kepala Desa bukan kepanjangan 
tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa 
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harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani 
masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekadar menyelenggarakan 
pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan kepada 
masyarakat desa. 
Dilihat dari konstruksi gabungan pemerintahan desa, sebagaimana 
disebut dalam Penjelasan Umum UU Desa, Kepala Desa menempati posisi 
sentral. Namun posisi sentral ini bukan tanpa tantangan jika dihubungkan 
dengan tugas, hak dan kewenangan yang dimilikinya. Misalnya, jika terjadi 
benturan kepentingan antara masyarakat desa dengan pemerintah 
kabupaten/kota 
Secara eksplisit, Tugas Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 
Tentang Desa diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa”. 
UU Desa ingin membedakan antara tugas, hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab Kepala Desa. Karena itu, dalam UU Desa pengaturan 
mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara 
detail. Hal ini berbeda dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang menggabungkan tugas dan kewajiban Kepala Desa diatur 
dalam satu pasal (pasal 101). Di UU No. 22/1999, terdapat 6 tugas dan 
kewajiban Kepala Desa, yaitu: 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan 
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desa; 2) membina kehidupan masyarakat desa; 3) membina perekonomian 
desa; 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 5) 
mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan 6) mewakili desanya di 
dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. 
Beberapa tugas Kepala Desa yang ada dalam UU No. 22/1999 menjadi 
kewenangan Kepala Desa dalam UU Desa. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 
22/1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala 
Desa Pasal 208 menyebutkan: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam 
memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan 
Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Tetapi, pengaturan lebih jauh 
tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa dapat dilihat dalam PP No. 
72/2005 tentang Desa. 
Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) 
dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu: 
1. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat 
desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa; 
(iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkordinasikan 
pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini 
sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan 
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pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan 
memanfaatkan teknologi tepat guna. 
2. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan 
Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak 
bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan 
penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU 
Desa). 
3. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 
4. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) 
mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) 
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. 
Belasan kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) telah 
mendukung visi UU Desa yang ingin menciptakan desa yang kuat, maju, 
mandiri, dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera. Akan tetapi, ini sangat tergantung dari kinerja Kepala Desa itu 
sendiri. Sejauhmana ia dapat menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, 
merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang ada di 
lingkungannya. Oleh karena itu, kapasitas menjadi penting dimiliki oleh 
seorang Kepala Desa. Sayangnya, kapasitas Kepala Desa maupun 
perangkat desa tidak menjadi perhatian UU ini. Pasal 26 ayat (3) tentang 
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hak Kepala Desa disebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. 
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya 
kepada perangkat desa. 
Dalam klausul di atas tidak disebutkan bahwa peningkatan kapasitas 
menjadi bagian dari hak Kepala Desa. Padahal dalam rumusan Naskah 
Akademik RUU Desa, kapasitas perangkat desa menjadi salah 
permasalahan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selama ini Kepala 
Desa dan perangkat Desa tidak mendapatkan pendidikan dan latihan yang 
sistematis dan berkelanjutan seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
pejabat yang lain. Tidak diaturnya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan 
perangkat Desa, dapat menjadi hambatan untuk kinerja pemerintahan desa, 
karena rendahnya kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa. 
Mengenai kapasitas ini, Pasal 112 UU Desa memberikan tugas 
kepada Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 
memberdayakan masyarakat desa antara lain dengan meningkatkan kualitas 
pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan. 
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Sutoro Eko  membagi lima bentuk kapasitas Desa (termasuk di 
dalamnya Kepala Desa) yang perlu dikembangkan dalam rangka 
membangun otonomi desa. Pertama, kapasitas regulasi (mengatur), yaitu 
kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya 
(wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan Perdes berdasarkan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat setempat. Kedua, kapasitas ekstraksi, yaitu 
kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan aset-aset 
desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga 
masyarakat desa. Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah 
desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai 
dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keempat, kapasitas responsif, 
yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi 
atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam 
perencanaan kebijakan pembangunan. Kelima, kapasitas jaringan dan 
kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan 
pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraksi. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa berkewajiban: 
a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 
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b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
d. Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di desa; 
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 
i. Mengelola keuangan dan aset desa; 
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; 
dan 
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka yang diteliti 
pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan. 
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung 
ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-
undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, 
serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap 
dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum 
tersebut. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, 
Kabupaten Sidrap. Alasan penulis memilih lokasi tersebut berkaitan dengan 
judul penelitan yaitu tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPD 
Allakuang terhadap pemerintah desa sehingga bahan hukum serta data yang 
diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap dan 
komperhensif. 
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C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki 
karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerinah Desa, dan Masyarakat 
Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama 
dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Untuk 
menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan 
data digunakan teknik penentuan sampel purposive sampling yaitu 
penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, alasan, dan tujuan 
penelitian. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah: 
1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap. 
2) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap. 
3) Kepala Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten 
Sidrap. 
4) 5 Orang warga masyarakat Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap 
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D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis Data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data 
Sekunder. 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan/fakta 
langsung di lapangan, yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi 
penelitian yang telah disebutkan di atas 
2. Data Sekunder, adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, 
yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada 
dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa 
peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 
data primer dan sumber data sekunder. 
1. Sumber Data Primer, yaitu pihak yang terkait langsung dengan 
masalah yang diteliti yaitu, Badan Permusyawaratan Desa dan 
Pemerintah Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten 
Sidrap. 
2. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field 
research). Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari jenis data 
primer dan sekunder antara lalin melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan isu 
yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian studi lapangan yaitu wawancara 
dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
F. Analisis Data 
Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. 
Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan 
data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang 
berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Desa Allakuang 
1.1 Kondisi Umum Wilayah 
Kondisi dan potensi daerah merupakan hal yang penting dalam 
mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik 
memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan di 
daerah setempat. Dipimpin oleh Bapak sebagai kepala desa, Desa Allakuang 
berada 4,1 km dari pusat pemerintahan kecamatan, dengan luas 3,29 km2.12 
Secara administrasi, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, 
berbatasan dengan: 
Sebelah Utara : Desa Tente 
Sebelah Selatan : Kelurahan Tel. Pulu 
Sebelah Barat : Desa Takkalasi 
Sebelah Timur : Kelurahan Arekeng 
1.2 Keadaan Penduduk 
Desa Allakuang memiliki penduduk dengan jumlah 3.507 orang yang 
terdiri dari 999 KK dengan 1.724 laki-laki dan 1.782 perempuan. Berdasarkan 
mata pencaharian, keadaan penduduk Desa Allakuang dapat dilihat sebagai 
berikut13: 
                                                          
12 Data Profil Desa Allakuang 2016 
13 Data Profil Desa Allakuang 2016 
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Jenis Pekerjaan Jumlah(Jiwa) 
Petani 519 
Buruh Tani 195 
Pemilik Usaha Pertanian 293 
Buruh Usaha Peternakan 230 
Pemilik Usaha Peternakan 115 
Penambang Galian C 8 
Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar 5 
Buruh usaha pertambangan 49 
Montir 1 
Tukang Batu 7 
Tukang kayu 5 
Tukang jahit 5 
Tukang kue 3 
Tukang rias 1 
Pengrajin industry rumah tangga lainnya 174 
Karyawan perusahaan swasta 8 
Karyawan perusahaan pemerintah 4 
Pengusaha perdangangan hasil bumi 87 
Buruh jasa perdagangan hasil bumi 131 
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Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan 27 
Pemilik usaha informasi dan komunikasi 1 
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi 2 
Kontraktor 2 
Pegawai Negeri Sipil 25 
TNI 1 
POLRI 5 
Dukun/Paranormal/Supranatural 4 
Dosen swasta 2 
Pensiunan TNI/POLRI 1 
Pensiunan PNS 10 
Sopir 41 
Buruh migran laki-laki 4 
Tidak mempunyai mata pencaharian tetap  114 
Sumber: Data Profil Desa Allakuang 2016 
Sedangkan keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jumlah(Jiwa) 
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 105 
Jumlah 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain 206 
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan menta; 13 
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Jumlah penduduk sedang SD/sederajat 372 
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 375 
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 141 
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat 142 
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat 184 
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/sederajat 363 
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat 174 
Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat 547 
Jumlah penduduk sedang D-3 39 
Jumlah penduduk tamat D-3 57 
Jumlah penduduk sedang S-1 212 
Jumlah penduduk tamat S-1 322 
Jumlah penduduk sedang S-2 1 
Jumlah penduduk tamat S-2 2 
                Sumber: Data Profil Desa Allakuang 2016 
1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana 
Berdasarkan data sekunder yang ada di kantor Desa Allakuang, 
terdapat beberapa sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Jenis Sarana Pendidikan Jumlah (Unit) 
TK 2 
SD 1 
SMP 1 
TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 2 
Lembaga Pendidikan Agama 1 
Perpustakaan Desa 1 
Sumber: Data Profil Desa Allakuang 2016 
Sedangkan berdasarkan sarana penunjang kesehatan, di Desa 
Allakuang, terdapat 1 unit Posyandu dengan 10 orang kader posyandu dan 1 
orang pembina posyangdu. Selain itu juga terdapat prasarana MCK umum 
sebanyak 2 unit. 
1.4 Pemerintah Desa 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yurisdiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri sesuai dengan poptensi yang ada. Sesuai dengan 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa 
terdiri dari Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dalam 
menentukan kebijakan di bidang Pemerintahan, senantiasa berpedoman 
pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Desa adalah:  
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1. Meningkatkan tertib administrasi desa 
2. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat  
Dalam melaksanakan tugas maupun visi dan misi, Kepala Desa  
dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris sebagai 
unsur staf atau pelayanan, kepala-kepala urusan sebagai unsur pelaksana 
teknis lapangan dan kepala-kepala Dusun sebagai unsur pelaksana wilayah. 
Susunan personalia Pemerintah Desa terdiri dari jabatan-jabatan sebagai 
berikut ;  
5. Kepala Desa  
6. Sekretaris Desa  
7. Kepala-kepala urusan yang terdiri dari :  
a. Urusan Pemerintah  
b. Urusan Umum  
c. Pembagunan  
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa 
bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pekerjaan dikerjakan oleh Perangkat 
Desa sesuai dengan bagiannya masing-masing dan antara bidang yang satu 
dengan bidang yang lainnya harus terjalin kerjasama  yang harmonis. 
Keberhasilan atau kegagalan pada bagian yang satu mempengaruhi 
bagian yang lainnya karena Perangkat Desa ini merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, 
Perangkat Desa ini harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan komando 
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dan koordinasi dari Kepala Desa. Susunan kerjasama dan koordinasi 
Pemerintah Desa dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :  
1. Unsur pimpinan dipimpin oleh kepala desa, bidang-bidang (urusan 
pemerintah, urusan pembangunan, urusan umum) dibantu sekretariat 
desa. 
2. Pimpinan terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa  
3. Kedudukan kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja, bukan sebagai 
atasan dan bawahan.  
4. Unsur pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan serta bagian-bagian 
urusan yang dipimpin oleh masing-masing ketua bidang dibantu oleh 
sekretaris desa.  
5. Kedudukan antara Unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur 
kewilayahan serta sekretariat desa sederajat, yaitu kedua unsur ini dan 
sekretariat desa berada di bawah sekretaris desa  
6. Unsur kewilayahan terdiri dari Kepala dusun I, dan kepala dusun II. 
Jabatan Perangkat Desa dijabat oleh warga masyarakat. Orang-orang 
yang duduk dalam Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat. Tugas 
sehari-hari Perangkat Desa adalah melayani kebutuhan masyarakat. Dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, diperlukan orang-
orang yang profesional dan kompeten serta mempunyai motivasi yang tinggi 
untuk membangun Desa.  
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Untuk mengetahui kompeten atau tidaknya Perangkat Desa salah satu 
caranya adalah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang berhasil 
diselesaikannya. Tingkat pendidikan Perangkat Desa secara umum sudah 
baik dan mereka rata-rata tamatan SMA Untuk memperlancar dan 
melaksanakan tugasnya, pemerintahan Desa memiliki sarana prasarana 
yang cukup. Perangkat Desa memiliki kantor sendiri lengkap dengan 
peralatan dan perlengkapannya seperti meja dan kursi, lemari brankas, 
mesin photo copy, mesin ketik, komputer, dan balai desa yang digunakan 
untuk tempat pertemuan dengan masyarakat. 
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah dalam 
Mengawasi Pemerintah Desa Allakuang 
 
Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan 
Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta 
pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta 
mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahannya. Sehubungan dengan yang terjadi di Desa Allakuang, maka 
pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang diawasi 
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  
BPD melaksanakan perannya dalam mendukung tata 
penyelenggaraan pemerintahan desa bersama Pemerintah Desa dimana 
dalam hal ini BPD memiliki 4 fungsi yaitu fungsi Penyerapan Aspirasi, fungsi 
Pengayoman Adat, fungsi Legislasi, dan fungsi Pengawasan. Penelitian ini 
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mengkaji mengenai fungsi BPD dalam mengawasi Pemerintah Desa 
Allakuang dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Secara garis besar, sistem pengawasan pemerintahan desa terdiri 
atas pengawasan dari segi institusi (lembaga), pengawasan dari segi 
substansi, pengawasan dari segi waktu, dan pengawasan dari segi lintas 
sektoral. 
BPD memiliki kewenangan dalam menjaring aspirasi sebagai proses 
awal perencanaan peraturan desa diantaranya dalam tahap awal proses 
perencanaan dan penganggaran, yaitu dengan diselenggarakannya 
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai 
bentuk media (kanal) yang dibangun atas dasar demokratisasi. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah 
satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD 
terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Allakuang yang dipimpin Kepala 
Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk 
mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan BPD, 
khsusunya yang terjadi di Desa Allakuang, meliputi pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan Desa dan pengawasan terhadap Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 
Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-
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peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa yang dimaksud 
disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang 
dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan 
Kepala Desa. 
Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan inilah menjadi tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi. 
Sehingga menurut penulis pentingnya mengawal anggaran desa dimulai dari 
keikutsertaan setiap elemen penggerak pemerintahan desa. 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak 
Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, menjelaskan bahwa BPD Allakuang 
melaksanakan pengawasan pemerintahan khususnya pengawasan terhadap 
jalannya peraturan desa di masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan 
dengan anggota BPD yang turun langsung mengawasi kinerja Pemerintah 
Desa di lapangan maupun melalui rapat yang dilakukan BPD dengan 
menghadirkan Kepala Desa untuk meminta keterangan mengenai 
pelaksanaan Pemerintahan Desa. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD 
terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara 
langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat 
diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan 
pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.14 
                                                          
14  Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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Lebih lanjut, Bapak Syamsudding, menjelaskan bahwa langkah-
langkah yang digunakan oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemerintahan desa antara lain15: 
a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
desa. 
b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk 
pertama kali secara kekeluargaan. 
c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh 
Ketua BPD. 
d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka 
BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah 
diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta 
Bupati untuk ditindaklanjuti. 
Sementara itu, pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam 
laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa pada setiap akhir tahun 
anggaran. Ibu Rahmiah,  sekretaris BPD Allakuang, menyatakan bahwa 
setiap tahunnya Pemerintah Desa memberikan laporan pertanggungjawaban 
kepada pihak BPD mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Desa dimana dalam laporannya Pemerintah Desa menyampaikan 
                                                          
15 Ibid. 
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pencapaian target penerimaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa.16 
Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap 
pelaksanaan APB Desa Allakuang, yaitu: 
a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. 
b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan 
untuk pembangunan desa. 
Terkait pengawasan terhadap APB Desa, penulis menemukan fakta  
bahwa tidak terdapat jabatan Bendahara Desa dalam struktur Pemerintahan 
Desa Allakuang. Struktur lengkap Desa Allakuang dapat dilihat pada bagan di 
bawah.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Wawancara dengan Ibu Rahmiah, Sekretaris BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 28 Mei 2016 
17 Pemerintah Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap 
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Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Allakuang 
Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa pegelolaan keuangan di 
Pemerintah Desa Allakuang dilakukan oleh Sekretaris Desa yang juga 
melaksanakan tugas umumnya sebagai sekretaris dan tugas pengelolaan 
bidang kepegawaian. Jadi Sekretaris Desa Allakuang melaksanakan tiga 
tugas sekaligus dalam satu jabatan pemerintahan. Keadaan ini pada 
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dasarnya dapat menjadikan kegiatan pemerintahan khususnya pengelolaan 
keuangan Pemerintah Desa menjadi tidak efektif. 
Terkait dengan hal ini, pihak Pemerintah Desa yang diwakili oleh 
Kepala Desa, Bapak Usman Rapi, S.Sos, menyatakan bahwa beliau 
memang mengakui bahwa tidak adanya Bendahara Desa merupakan salah 
satu kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Allakuang. Hal ini 
diakibatkan oleh kurang baiknya proses legislasi yang dilakukan oleh BPD 
Allakuang pada saat pemilihan perangkat Desa sehingga Pemerintah Desa 
tidak memiliki Bendahara secara khusus.18 
Dari hasil penelitian dan dokumen Peraturan Desa Allakuang, 
sebenarnya memang terdapat anggaran untuk gaji Bendahara Desa. Hal 
tersebut terdapat pada Pos Belanja Desa yang tercantum pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Allakuang dan Peraturan Desa 
Tahun Anggaran 2015 dimana disebutkan bahwa Pos Belanja untuk gaji 
Bendahara Desa adalah untuk satu (1) orang sebesar Rp. 325.000,00 per 
bulan selama 12 bulan. Sementara itu terdapat juga Pos Belanja untuk gaji 
Sekretaris Desa untuk satu (1) orang sebesar Rp. 325.000,00 per bulan 
selama 12 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam 
struktur Pemerintah Desa Allakuang dimana ada satu orang pejabat yang 
                                                          
18 Wawancara dengan Bapak Usman Rapi, S.Sos, Kepala Desa Allakuang, di Desa Allakuang, 
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 29 Mei 2016 
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merangkap dua jabatan sekaligus, sementara anggaran untuk gaji terbagi 
untuk dua jabatan.19 
Ketua BPD Allakuang, Bapak Syamsudding, menyatakan bahwa hal 
tersebut bukan merupakan masalah selama pengelolaan keuangan desa 
dapat berjalan dengan baik.20 
Namun, menurut penulis, jika Sekretaris Desa melaksanakan dua 
tugas sekaligus, atau dengan kata lain dapat dikatakan seorang pejabat yang 
merangkap dua jabatan dalam satu struktur pemerintahan, dapat 
mengakibatkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak efektif dan kurang 
optimal. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan 
menjadi lebih besar jika hal ini tetap berlanjut, sehingga konsekuensi dari hal 
ini untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan adalah pihak BPD Allakuang 
harus bekerja lebih berat dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan Desa. 
Ketua BPD yang menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah 
masalah menunjukkan bahwa pihak BPD Allakuang masih belum memahami 
secara baik fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan Desa. 
Meskipun dari hasil wawancara dan data dilapangan menunjukkan 
bahwa proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APB Desa Allakuang 
sudah berjalan dengan cukup baik, namun permasalahan ini dapat 
                                                          
19 Peraturan Desa Allakuang Tahun Anggaran 2015 
20 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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mengakibatkan pemerintahan desa berjalan tidak optimal karena adanya 
pejabat desa yang melakukan dua tugas jabatan secara sekaligus.  
Bapak Syamsuddin, Ketua BPD Allakuang, juga menyatakan bahwa 
tidak adanya jabatan bendahara dalam pemerintahan Desa Allakuang 
memang sudah diketahui oleh para anggota BPD lainnya. Namun BPD tidak 
mengambil langkah lebih lanjut mengenai permasalahan ini karena 
menganggap bahwa selama ini pengelolaan keuangan desa telah berjalan 
dengan baik.21 
Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa para anggota BPD 
Allakuang masih kurang memahami tugas dan fungsinya dengan baik. 
Padahal pemahaman mengenai pentingnya pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa secara menyeluruh merupakann salah satu dasar untuk 
membawa paradigma profesionalitas kerja dalam pemerintahan. 
Selain itu, di dalam Peraturan Desa Allakuang Tahun Anggaran 2015 
Pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa penanggung jawab pencatatan Keuangan 
Desa adalah Bendahara Desa.22 Dengan tidak adanya jabatan Bendahara 
Desa dalam struktur Pemerintah Desa Allakuang, berarti secara jelas 
menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap 
Peraturan Desa Allakuang. 
                                                          
21 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
22 Peraturan Desa Ttahun Anggaran 2015 
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Terkait dengan pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan 
oleh Pemerintah Desa Allakuang, selain dari hasil wawancara dengan Ketua 
BPD dan Kepala Desa, penulis tidak bisa mendapatkan dokumen Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa. Namun, jika dilihat dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Allakuang mulai dari Tahun 2011 
sampai dengan Tahun 201523, penulis menilai bahwa perencanaan 
pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa Allakuang secara umum sudah 
berjalan cukup baik. Meskipun begitu, penulis berpendapat bahwa hal 
tersebut lebih dikarenakan oleh Pemerintah Desa yang sudah cukup 
profesional dalam melakukan pengelolaan keuangan, diluar dari kelemahan 
pengawasan oleh BPD. 
Kurang maksimalnya pengawasan terhadap peraturan desa yang 
dilakukan oleh BPD memang dimungkinkan dapat terjadi karena terdapat 
anggota BPD yang ternyata tidak memenuhi syarat minimal tingkat 
pendidikan formal untuk menjadi anggota BPD yaitu Sekolah Menegah 
Pertama. Padahal di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa 
Pasal 57 dinyatakan bahwa Persyaratan untuk menjadi calon anggota Badan 
Permusyawaratan Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
mengengah pertama atau sederajat, dimana sesuai dengan hasil wawancara 
                                                          
23 Lampiran 
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penulis dengan Ketua BPD Allakuang, Bapak Syamsudding, yang 
menjelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota BPD, yaitu24: 
3. Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
4. Memiliki pengetahuan tentang Pemerintah Desa 
5. Harus penduduk Desa Allakuang 
6. Harus berdomisili di Desa Allakuang 
Adanya anggota BPD yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk 
menjadi calon anggota BPD dapat mengakibatkan kurangnya integritas BPD 
di mata masyarakat juga BPD yang kurang optimal dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya karena anggota BPD tersebut secara hukum tidak sah 
untuk melaksanakan tugas jabatannya.  
Ketua BPD Allakuang mengatakan bahwa adanya salah satu anggota 
BPD yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dikarenakan pada saat 
pemilihan anggota BPD, calon yang mengajukan diri sangat kurang jika 
dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Allakuang dan luas wilayah 
desa sebesar 3,29 kilometer persegi yang mencakup lima dusun sehingga 
calon tersebut tetap diloloskan untuk menjadi Anggota BPD.25 
Namun, pernyataan tersebut justru menjadi kontradiktif dengan  data 
yang terdapat di lapangan dimana jumlah Anggota BPD Allakuang malah 
                                                          
24 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
25 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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melebihi kuota yang ditetapkan oleh Undang-undang dimana terdapat 11 
anggota BPD Allakuang. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa pasal 58 ayat (1) sudah secara jelas dinyatakan bahwa 
jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit  5 (lima) orang 
dan paling banyak adalah 9 (Sembilan) orang. 
Struktur dan data diri anggota BPD Allakuang dapat dilihat pada bagan 
di bawah dimana terdapat 11 (sebelas) orang anggota BPD Allakuang dan 
satu diantaranya tidak memenuhi syarat pendidikan menjadi anggota BPD 
yaitu minimal lulusan SMP.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26 Badan Permusyawaratan Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap 
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Gambar IV.2 Struktur Organisasi BPD Allakuang 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan Ketua 
BPD yang menyatakan kurangnya jumlah calon pendaftar anggota BPD tidak 
sesuai dengan fakta bahwa jumlah anggota BPD Allakuang melebihi kuota 
yang telah ditetapkan. 
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Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal memang sudah terdapat 
kekurangan yang sangat mendasar di dalam penyelenggaraan BPD 
Allakuang. Pertama, adanya salah satu anggota BPD yang tidak memenuhi 
syarat minimal pendidikan formal. Kedua, fakta bahwa jumlah anggota BPD 
Allakuang adalah 11 (sebelas) orang yang melebihi ketentuan maksimal yang 
ditetapkan undang-undang sebanyak 9 (Sembilan) orang. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan yang dilakukan oleh BPD Allakuang tidak akan berjalan secara 
maksimal sebagaimana yang diharapkan. 
Meskipun baik Ketua BPD dan Kepala desa menyatakan bahwa kedua 
lembaga berusaha berkomitmen menjalankan pemerintahan sebagai elemen 
yang sejajar dalam sistem pemerintahan, data-data dan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kerjasama antara kedua lembaga pemerintahan desa 
tersebut belum berjalan dengan maksimal.  
Terlepas dari kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 
BPD Allakuang, Ketua BPD Allakuang, Bapak Syamsudding, 
mengungkapkan bahwa dari sekian banyak Peraturan Desa, APB Desa, dan 
Peraturan Desa hampir secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik 
oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya pemerintah yang 
ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 
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diatur dalam peraturan desa diantaranya mengenai pembuatan APB Desa, 
pengelolaan keuangan Desa, serta pelaksanaan dan realisasi RPJM Desa27. 
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Allakuang, secara umum 
penggunaan dana desa oleh Kepala Desa didasarkan atas APBDes dan 
dialokasikan sudah guna kepentingan masyarakat. 
Ketua BPD mengatakan bahwa selama ini BPD melihat alokasi 
anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. BPD sendiri dalam 
pemanfaatan aset desa ini memberikan dukungan kepada Kepala Desa 
terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan 
masyarakat desa Allakuang. LPJ Kepala Desa yang menjadi bentuk 
pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik melalui BPD dapat 
dhalipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. BPD desa Allakuang 
belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang 
dilakukan Kepala Desa. 
Terlepas dari kelemahan pengawasannya, BPD Desa Allakuang 
secara umum sudah berusaha untuk cukup konsisten dalam melakukan 
pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi 
pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah dtetapkan bersama BPD 
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat 
kepuasan masyarakat setempat terhadap kinerja Pemerintah Desa Allakuang 
                                                          
27 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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yang cukup baik. Meskipun dari beberapa masyarakat yang ditemui oleh 
penulis menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui fungsi dan tugas-tugas 
BPD. 
Kepala Desa Allakuang, Bapak Usman Rapi, S.Sos, juga mengatakan 
bahwa BPD Allakuang cukup kooperatif dengan pihak Pemerintah Desa 
dalam hal membahas dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 
Pemerintah Desa. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya komunikasi 
antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan cukup baik yang ditunjukkan 
dengan program-program dan rencana kerja Pemerintah Desa yang berjalan 
lancar.28 
Penulis menilai bahwa secara umum BPD Allakuang sudah 
melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya 
pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga yaitu dalam bentuk 
dukungan kepada rencana kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Jika 
dilihat dari hasil wawancara, dokumen-dokumen pemerintahan baik itu ABP 
Desa maupun peraturan desa serta realisasi dilapangan, menunjukkan 
bahwa  setidaknya sudah ada inisiatif oleh BPD dan Pemerintah Desa untuk 
melaksanakan pemerintahan yang sinergis dan berjalan secara beriringan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu dengan dilakukannya 
musyawarah secara rutin antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat 
                                                          
28 Wawancara dengan Bapak Usman Rapi, S.Sos, Kepala Desa Allakuang, di Desa Allakuang, 
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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dalam menghadapai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Dengan begitu maka tiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh 
Pemerintah Desa dapat terkoordinasi dengan keinginan BPD dan masyarakat 
Desa.29 
BPD yang merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan 
sejajar dengan Kepala Desa setidaknya sudah dapat menjadi mitra Kepala 
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya ditunjukkan 
oleh BPD yang selalu diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi 
aspirasi dan masukannya. Hal tersebut merupakan salah satu langkah positif 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Allakuang yaitu 
musyawarah untuk mufakat seperti yang dimanatkan dalam Pasal 1 Undang-
undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan BPD terhadap 
Pemerintah Desa belum berjalan maksimal sebagimana seharusnya, namun 
kedua lembaga pemerintahan desa tersebut setidaknya terus berupaya 
melakukan tindakan untuk meningkatkan sinergi diantara keduanya. 
Secara umum, kinerja yang ditunjukkan oleh BPD Allakuang dalam 
mengawasi Pemerintah Desa dapat dikategorikan cukup baik. Namun masih 
terdapat kekurangan mendasar dalam proses pengawasan tersebut yang 
dikarenakan sinergi diantara kedua lembaga Desa belum berjalan secara 
                                                          
29 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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optimal, yaitu dengan adanya struktur pemerintahan desa yang tidak lengkap 
dengan tidak adanya Bendahara Desa. 
Selain itu, BPD Allakuang perlu melakukan musyawarah lanjutan untuk 
membenahi struktur organisasinya karena penyelenggaraan BPD Allakuang 
saat ini tidak sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang No. 6 
Tahun 2014 Tentang Desa dimana jumlah anggota BPD melebihi kuota yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya anggota BPD yang tidak 
memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPD.  
Dua permasalahan ini dapat berdampak pada lemahnya fungsi 
pengawasan BPD. Meskipun sampai saat ini pemerintahan desa masih dapat 
berjalan dengan baik, namun hal tersebut dapat menjadi masalah yang lebih 
besar di masa mendatang utamanya dalam pertanggungjawaban keuangan 
APB Desa kepada masyarakat. 
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Badan Permusyawaratan Desa 
dalam Mengawasi Pemerintah Desa Allakuang 
Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan 
fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya 
dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan 
Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja 
tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan 
mengenai hasil wawancara dengan unsur penyelenggara pemerintahan yakni 
Ketua BPD Allakuang mengenai kendala yang dialami oleh BPD dalam 
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melaksanakan tupoksinya, dimana beliau mengatakan bahwa ada beberapa 
kendala yang sering dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya yaitu 
minimnya fasilitas operasional BPD, pemberian tunjangan yang kurang, dan 
minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan 
desa.30 
Secara umum, dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas 
Pemerintah Desa Allakuang, terdapat faktor-faktor pendukung dan 
penghambat yang ditemui oleh BPD Allakuang.  
1. Faktor Pendukung 
a. Pemerintah Desa 
Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara baik di Desa 
Allakuang salah satu faktor penyebabnya adalah sikap Pemerintah Desa 
yang cukup kooperatif sehingga BPD mampu mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang baik. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Usman 
Rapi, S.Sos, selaku Kepala Desa bahwa beliau berkomitmen untuk 
menjadikan BPD sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang 
mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dapat diwujudkan. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua lembaga 
sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk selalu 
                                                          
30 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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melaksanakan musyawarah bersama jika terdapat permasalahan yang 
dihadapi terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa..31 
Kepala Desa tidak lagi dominan yang menunjukkan bahwa paradigma 
pemerintahan desa Allakuang sudah berubah. BPD dengan pemerintah desa 
Allakuang menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa. 
Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran 
desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi 
pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi 
program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam 
pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam 
melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan 
pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD mengangapnya 
tidak menjadi masalah. Dan realisasinya pelaksanaan program selama ini 
selalu transparan dan jelas penghitungannya dijelaskan oleh BPD. Hal inilah 
yang menjadikan pemerintahan di Desa Allakuang dapat berjalan baik 
meskipun proses pengelolaan keuangan dilakukan oleh Sekretaris desa yang 
merangkap sebagai bendahara. 
Hal ini menutupi kekurangan BPD dalam melakukan pengawasan 
seperti yang telah dipaparkan pada bagian A, dimana adanya beberapa 
                                                          
31 Wawancara dengan Bapak Usman Rapi, S.Sos, Kepala Desa Allakuang, di Desa Allakuang, 
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 28 Mei 2016 
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anggota BPD yang kurang memahami fungsinya sehingga pengawasan yang 
dilakukan BPD tidak berjalan maksimal. Namun dengan dukungan dari pihak 
Pemerintah Desa menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan masih 
bisa berjalan dengan baik. 
b. Masyarakat 
Faktor sosial budaya pada Desa Allakuang masih menyimpan nilai-
nilai dan kebiasaan masyarakat yang mendukung dan membantu usaha 
mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik seperti 
gotong royong dan musyawarah. Hal ini sangat membantu dalam fungsi 
pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh BPD Allakuang. Kebiasaan 
musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa 
membuat BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan 
baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan 
bahwa solusi yang terbaik untuk diambil ketika ada pertentangan maupun 
perselisihan antar warga adalah Pemerintah Desa bersama BPD sebagai 
penengah mengupayakan pemecahan masalah dengan mengundang kedua 
belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama mengambil jalan keluar 
secara kekeluargaan. Selain itu, jika BPD melihat Pemerintah Desa memiliki 
masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka BPD juga sering 
memiliki inisiatif untuk mengajak Pemerintah Desa melakukan musyawarah 
dalam pemecahan masalah tersebut. 
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Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dimana masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan dalam forum musyawarah desa. Proses ini menunjukkan 
kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam 
setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, Bapak 
Syamsudding, menyatakan bahwa faktor masyarakat desa sangat penting 
dalam membantu pelaksanaan fungsi dan peran BPD agar berjalan dengan 
baik, dimana partisipasi dari masyarakat desa Allakuang dapat dikatakan 
cukup tinggi. 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad, salah satu warga Desa 
Allakuang, mengatakan bahwa keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa 
Allakuang saat ini memberikan perubahan positif. Pemerintahan yang 
sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak 
sentralistik. Beliau menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini 
dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian 
dalam proses pengawasannya. Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan bahwa 
dengan adanya BPD, maka beliau dapat lebih mudah menyalurkan 
aspirasinya kepada pihak Pemerintah Desa melalui anggota BPD yang 
merupakan perwakilan dari tiap dusun di Desa Allakuang. Sebelumnya jika 
masyarakat ingin menyalurkan aspirasi atau sekedar memberikan pendapat 
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tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka mereka harus bertemu 
langsung dengan pihak Pemerintah Desa. 32 
Salah satu warga lain yang penulis temui, Bapak Ilham, menuturkan 
bahwa selama ini BPD sudah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. 
Beliau mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan warga selalu 
diikutsertakan dalam rapat atau pertemuan dengan Pemerintah Desa yang 
diprakarsai oleh pihak BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintah 
Desa. Bapak Ilham menjelaskan bahwa sejak adanya BPD, komunikasi 
antara warga dengan pihak Pemerintah Desa dapat berjalan dengan lebih 
baik. Contohnya jika ada jalan desa yang rusak, atau permasalahan desa 
lainya, maka warga dapat lebih cepat memberitahu Pemerintah Desa melalui 
anggota BPD. Beliau juga menuturkan tentang pemilihan Kepala Desa yang 
lancar yang dilaksanakan oleh BPD Allakuang.33 
Namun ketika penulis bertanya mengenai jumlah anggota BPD yang 
melebihi kuota maksimal yang ditetapkan Undang-undang, Bapak Ilham tidak 
mengetahui tentang hal tersebut. Selain itu, penulis juga menanyakan 
tentang tidak adanya Bendahara Desa kepada Bapak Ilham, dan beliau 
mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah berlangsung lama dan 
                                                          
32 Wawancara dengan Bapak Ahmad, warga Desa Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 3 Juni 2016 
33 Wawancara dengan Bapak Ilham, warga Desa Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal  7 Juni 2016 
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beliau juga tidak mengetahui apakah BPD memiliki wewenang bersama 
Kepala Desa untuk mengangkat pejabat sebagai Bendahara Desa. 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat sudah 
mengetahui keberadaan dan fungsi dasar BPD bagi Desa, masih ada 
diantaranya yang belum mengetahui tentang proses penyelenggaraan BPD 
yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang.34 
Meskipun tingkat partisipasi masyarakat Desa Allakuang dalam 
membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa sudah cukup baik, masih 
ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kinerja BPD 
Allakuang bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai 
keberadaan BPD Allakuang. Hal ini terjadi utamanya pada masyarakat yang 
berada jauh dari pusat pemerintahan desa. 
Salah satu warga Desa Allakuang, Bapak Rahman, dalam wawancara 
yang dilakukan penulis menyatakan bahwa beliau mengetahui bahwa 
terdapat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Allakuang namun tidak 
mengetahui apa fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh BPD tersebut.35  
Warga lain yang penulis temui adalah Ibu Aminah yang tempat 
tinggalnya berada lebih dua kilometer dari pusat pemerintahan mengatakan 
bahwa ia tidak mengetahui soal keberadaan BPD Allakuang. Berdasarkan hal 
                                                          
34 Wawancara dengan Bapak Ilham, warga Desa Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal  7 Juni 2016 
35 Wawancara dengan Bapak Rahman, warga Desa Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal  1 Juni 2016 
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tersebut dapat dikatakan bahwa BPD Allakuang masih harus melakukan 
sosialisasi tentang keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD dalam 
mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat 
Desa Allakuang secara rutin dan menyeluruh.  Masih adanya masyarakat 
yang tidak mengetahui tentang BPD dapat menjadikan tugas BPD dalam 
mengawasi Pemerintah Desa menjadi lebih berat.36 
Ketua BPD Allakuang memang mengakui hal ini dimana beliau 
menyatakan bahwa secara umum masyarakat Desa Allakuang sudah tahu 
mengenai keberadaan BPD namun sebagian besar tidak mengetahui tentang 
tugas dan kewajiban serta tujuan keberadaan BPD.37 
Selain melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa, 
salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 55 
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Jika masih ada masyarakat yang 
tidak mengetahui bahwa terdapat lembaga yang dapat menjadi sarana 
penyaluran aspirasi mereka, maka secara otomatis fungsi pengawasan oleh 
BPD menjadi lebih berat. Sebagi contohnya adalah jika terdapat 
penyelewengan anggaran pembangunan di salah satu bagian desa yang 
tidak diketahui oleh BPD namun masyarakat menyadari tentang hal itu 
                                                          
36 Wawancara dengan Ibu Aminah, warga Desa Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal  7 Juni 2016 
37 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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namun tidak tahu dimana mereka harus melaporkan penyelewengan 
tersebut, maka kinerja pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dapat 
dikatakan menjadi kurang baik. 
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama 
dengan Pemerintah Desa dan Dusun di Desa Allakuang untuk selalu 
mensosialisasikan mengenai keberadaan serta tugas dan fungsi BPD bagi 
kepada masyarakat secara kontiniu. 
2. Faktor Penghambat 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, Bapak 
Syamsudding, menyatakan bahwa faktor pendanaan merupakan 
permasalahan yang cukup penting dalan setiap kegiatan. Faktor keuangan 
menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga 
dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan menjadi 
penghambat dirasakan oleh pihak BPD Desa Allakuang karena alokasi untuk 
operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini 
dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan 
perannya.38 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 
Allakuang Tahun Anggaran 2015, jumlah pos belanja untuk operasional BPD 
adalah sebesar Rp. 1.750.000,-. Jika melihat nominal tersebut, memang bisa 
                                                          
38 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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dikatakan bahwa jumlah biaya operasional untuk sebuah lembaga desa 
selama satu tahun terbilang sangat kecil. Salah satu perincian dana tersebut 
adalah jumlah biaya perjalanan dinas BPD dalam dan luar daerah adalah 
sebesar Rp.250.000,-. Hal inilah yang dapat menjadi pengahambat kinerja 
pengawasan BPD seperti yang dimaksud oleh Ketua BPD Allakuang.39 
Menurut penulis, memang perlu dilakukan revisi anggaran terkait 
dengan biaya operasional BPD pada tahun selanjutnya agar lebih sesuai 
dengan kebutuhan BPD Allakuang. Permasalahan tersebut pada dasarnya 
dapat diselesaikan oleh pihak BPD Allakuang karena BPD berhak untuk 
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa dan mendapat tunjangan yang 
sesuai kebutuhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seperti yang 
tercantum dalam Pasal 62 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Selain masalah dana, faktor lain yang menghambat proses 
pengawasan pemerintahan oleh BPD khususnya di Desa Allakuang adalah 
Sumber Daya Manusia di BPD Allakuang itu sendiri. Seperti yang telah 
dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat anggota BPD yang tidak 
memenuhi syarat minimal pendidikan formal untuk menjadi calon anggota 
BPD yaitu sekolah mengengah pertama. Dengan tidak terpenuhinya syarat 
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anggota BPD Allakuang tersebut tidak 
kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. 
                                                          
39 Wawancara dengan Bapak Syamsudding, Ketua BPD Allakuang, di Desa Allakuang, Kecamatan 
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 27 Mei 2016 
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Permasalahan lain muncul ketika ditemukan fakta bahwa anggota 
BPD Allakuang adalah sebanyak 11 (Sebelas) orang yang melebihi 
ketentuan maksimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 58 Undang-undang 
No. 6 Tahun 2014 yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang. Hal ini menunjukkan 
bahwa para anggota BPD Allakuang secara umum tidak memahami 
tupoksinya secara mendasar. Jumlah anggota BPD yang lebih banyak 
dibandingkan ketentuan dalam Undang-undang secara otomatis dapat 
mempengaruhi penganggaran dana operasional BPD itu sendiri. Dengan 
jumlah anggota yang banyak maka dana operasional BPD yang dibutuhkan 
akan menjadi lebih besar, sementara pihak Pemerintah Desa dan BPD tentu 
saja tidak bias dengan serta merta menaikkan anggaran operasional BPD 
jika hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari pihak BPD itu sendiri. 
Permasalahan ini memang menjadi ironi sendiri dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Desa Allakuang. BPD yang seharusnya 
mengawasi pelaksanaan anggaran belanja desa oleh Pemerintah Desa 
masih kurang maksimal, ditambah lagi dengan BPD yang membutuhkan 
dana operasional lebih besar karena penyelenggaraan BPD yang tidak 
sesuai dengan undang-undang. 
Menurut penulis, inti dari permasalahan di atas memang terdapat pada 
BPD itu sendiri. Namun, BPD Allakuang masih dapat menyelesaikan masalah 
tersebut di masa mendatang dengan melakukan proses pemilihan anggota 
secara lebih baik sejak awal. Hal ini juga terkait dengan partisipasi 
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masyarakat desa dalam mengawasi baik Pemerintah Desa dan BPD 
Allakuang mulai dari proses pemilihan anggota sampai dengan pelaksanaan 
pemerintahan desa. Jika BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat memahami 
fungsi, hak dan kewajiban masing-masing maka permasalahan mendasar 
seperti di atas dapat dihindari pada masa mendatang. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang 
dilakukan oleh BPD Allakuang dimana Pemerintah Desa Allakuang 
berjalan tanpa adanya Bendahara sementara di dalam Peraturan Desa 
telah dijelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan seharusnya 
dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Selain itu, di dalam APB Desa 
Allakuang juga telah dialokasikan anggaran untuk gaji Bendahara Desa. 
Hal ini bisa diakibatkan oleh kurang baiknya proses pemilihan anggota 
BPD Allakuang karena terdapat anggota BPD yang tidak memenuhi 
syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk menjadi anggota BPD. 
Namun, secara umum proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Allakuang kepada Pemerintah Desa dapat 
dikatakan sudah cukup baik yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemerintahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APB Desa) yang indikatornya adalah pemerintahan desa berjalan baik, 
komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa, dan masyarakat 
yang cukup puas dengan kinerja pemerintah desa.  
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2. Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi BPD dalam pengawasan 
pemerintah desa Allakuang adalah Pemerintah Desa, masyarakat Desa 
Allakuang, pendanaan terhadap operasional BPD, dan anggota BPD 
Allakuang. 
B. Saran  
1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD 
Allakuang agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses 
legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat 
berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan 
dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan 
pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan 
tugasnya. 
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada 
masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di 
desa Allakuang. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD 
perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika 
penyelenggaraan BPD Allakuang telah sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang. 
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Data diri anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) Allakuang: 
1. Nama : Syamsuddin 
Usia : 52 Tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pekerjaan : Peternak Ayam 
 
2. Nama : Asniati, S.Pd 
Usia : 40 Tahun 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pekerjaan : Wiraswasta 
 
3. Nama : Rahmiah 
Usia : 37 Tahun 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
4. Nama : Kamalul Yaqin 
Usia : 36 Tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pekerjaan : Pembuat Batu Nisan 
 
5. Nama : Hj. Aminah 
Usia : 43 Tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
6. Nama : Hafsah Yunus 
Usia : 44 Tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pekerjaan : Wiraswasta 
 
7. Nama : H. Abdul Madjid, S.E 
Usia : 55 tahun 
Pendidikan Terakhir : S1 
Pekerjaan : Peternak Ayam 
 
8. Nama : Hasanuddin 
Usia : 48 tahun 
Pendidikan Terakhir : SD 
Pekerjaan : Petelur 
 
9. Nama : Syaharuddin 
Usia : 42 tahun 
Pendidikan Terakhir : SMP 
Pekerjaan : Petelur 
 
10. Nama : Kur’ana 
Usia : 35 tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Pekerjaan : Petelur 
 
11. Nama : Musakkir 
Usia : 43 tahun 
Pendidikan Terakhir : SMP 
Pekerjaan : Pembuat Batu Nisan 
 
